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ABSTRAK 

Achmad Kurniadi, 201210115099, Analisa Yuridis Kuitansi Sebagai Alat Bukti 

Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Di Bawah Tangan (Studi Kasus 

Putusan Kasasi Nomor 2949 K/Pdt/2016), Jumlah Halaman 93, 2019. 

Dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah, beberapa masyarakat yang 

masih awam sering beranggapan bahwa jual beli tanah cukup dilakukan dengan 

menggunakan kuitansi lunas saja. Mereka menganggap hanya dengan menggunakan 

kuitansi lunas tersebut, mereka sudah dapat melakukan balik nama sertifikat tanah 

yang mereka beli. Kondisi tersebut seringkali menjadi kendala bagi masyarakat 

manakala terjadi seorang pembeli tanah hendak membaliknamakan Sertipikat Hak 

atas tanah. Tidak jarang ditemui, pada saat pembeli tersebut hendak 

membaliknamakan Sertipikat Hak atas tanah ditolak oleh Kantor Pertanahan, dan 

disarankan untuk membuat Akta Jual Beli terlebih dahulu pada Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, dan pada saat hendak membuat Akta Jual Beli, pihak penjual sudah tidak 

diketahui keberadaannya. Adapun yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah 

mengenai Bagaimanakah keabsahan Kuitansi dalam perjanjian jual beli tanah dan 

Bagaimanakah penyelesaian hukum transaksi jual beli tanah tidak dihadapan PPAT. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode 

penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data 

sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah Keabsahan jual beli hak atas tanah yang 

hanya didasari Kuitansi merupakan jual beli dibawah tangan apabila tanah tersebut 

masih berbentuk girik dan sertipikat hak milik, maka yang bisa dibuat adalah 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Girik tersebut 

didaftarkan terlebih dahulu menjadi Sertipikat, sehingga jaminan kepastian hukum 

bagi si pihak pembeli tentunya lebih dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Kata Kunci : Perjanjian, Tanah, dan Jual Beli dibawah tangan 

Pembimbing : 

Esther Masri, SH., M.,Kn 

Elfirda Ade Putri.,SH., MH. 

Analisa Yuridis..., Achmad, Fakultas Hukum 2019



ABSTRACT 
 

Achmad Kurniadi, 201210115099, Juridical Analysis of Transition of Land Rights 

Conducted Under Hand. total page  93, 2019. 

 

In carrying out the transfer of rights to land, some ordinary people often assume that 

the sale and purchase of land is sufficient to use a receipt in full. They assume that 

only by using the full receipt, can they return the name of the land certificate they 

purchased. This condition is often an obstacle for the community when there is a land 

buyer who wants to reverse the certificate of land rights. Not infrequently 

encountered, when the buyer wants to reverse the certificate of land rights rejected by 

the Land Office, and is advised to make a Act of Sale in advance to the Acting Land 

Acting Officer, and when he wants to make a Act of Sale, the seller is unknown. As for 

what will be discussed in this research is about the validity of receipts in the land sale 

and purchase agreement and what is the legal settlement of the sale and purchase 

transaction of land not before PPAT. In this study using juridical-normative research 

methods. The normative juridical research method is a library research on secondary 

data. The conclusion of this study is the validity of the sale and purchase of land 

rights which are only based on receipts under the sale and purchase if the land is still 

in the form of a girik and a certificate of ownership, then what can be made is the 

sale and purchase agreement. used to be a certificate, so that the guarantee of legal 

certainty for the buyer is certainly more protected by law as stipulated in Government 

Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and Article 1320 of the 

Civil Code. 
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